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ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut 

Pajak Penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat 
mewah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak 
Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah 
serta dalam rangka meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan 
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui 
sistem pembayaran pajak atas penghasilan yang digunakan untuk konsumsi 
barang yang tergolong sangat mewah, perlu melakukan perubahan terhadap 
ketentuan mengenai Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut Pajak 
Penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   Permenkeu RI No. 253/PMK.03/2008. 

 
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Beberapa ketentuan dan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak 
Penghasilan  dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat 
Mewah diubah sebagai berikut: 
Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang pengertian yang berkaitan dengan 
pemungut pajak. 
Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 
2B, yaitu tentang pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan yaitu 
pembelian barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh bukan 
subjek pajak, dan dilakukan tanpa surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan. 
Pasal 2B Terhadap penjualan kendaraan bermotor telah dipungut Pajak 
Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak lagi dilakukan pemungutan 
Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undahg Nomor 36 Tahun 2008. 
 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2015. 
 


